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ABSTRACT

The enactment of Regional Autonomy Ordinance answered the problem faced by the people of Riau Province, since the province which has a large number of natural resources such as gas and oil, and  contributed a large share to the national development, had been for a long time suffering of poverty. The province used to be the poorest regional in the country.

The implementation of the ordinance showed the acceleration of regional development in the province, particularly the development of economy of the people through several programs. One of the program considered to be a big move is the management of Block CCP by the Regional Corporation, namely PT Bumi Siak Pusako (The Regional Owned Corporation).  BP Migas as holder of authority on state mining and PT Bumi Siak Pusako accompanied by Pertamina Direktorat Hulu as business partner signed an agreement of Production Sharing Contract. 

This Production Sharing Contract delegated by the Central Government to the province has accelerated significantly regional income particularly from natural resources sector, such as oil and gas.

However Riau Province has a big obstacle, the regional government lacks of skilled man power  to run such business in oil and natural gas, and the public understanding of how to manage such a business is relatively low.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagaimana dipahami bahwa Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut dengan Undang-Undang MIGAS membawa suatu perubahan mendasar dalam pengusahaan industri pertambangan minyak dan gas bumi nasional. Sebelumnya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), pengusahaan industri pertambangan minyak dan gas bumi nasional dijalankan dengan konsep monopoli, artinya Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi memegang kendali atas semua kegiatan usaha minyak dan gas bumi mulai dari hulu (eksplorasi dan produksi) sampai hilir (pemasaran). Kalaupun Pertamina ingin bekerjasama dengan pihak lain, pihak lain tersebut tetap harus berstatus sebagai kontraktor Pertamina, bukan sebagai pemilik bersama (co-owner) dari perusahaan yang dibentuk. 
Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 dinyatakan bahwa peng-usahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya diselenggarakan oleh negara dan selanjutnya negara mendelegasikan pelak-sanaan pengusahaan industri pertambangan minyak dan gas bumi kepada  perusahaan milik negara. Diamanatkannya pembentukan perusahaan negara dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dan optimalisasi pengusahaan sumber daya minyak dan gas bumi. Selanjutnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 sebagai turunan dari Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 mewajibkan kerjasama pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan dalam bentuk kontrak production sharing,  maka pembentukan suatu perusahaan negara menjadi pilihan teknis dan strategis, baik dari segi hukum maupun ekonomis komersial.
Dengan diundangkannya Undang-Undang MIGAS maka penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari aspek filosofis mengalami perubahan yang sangat mendasar, artinya kuasa pertambangan  minyak dan gas bumi tidak lagi dipegang oleh Pertamina tetapi kembali  dipegang oleh Pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (2) Undang​Undang Nomor 22 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa penguasaan oleh  negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

Sebagai implementasi perubahan tersebut di atas dan agar fungsi  Pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka Pemerintah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau disebut juga BPMigas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas  Bumi Melalui Pipa atau disebut juga BPHMigas melalui Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha hilir. 

Kedudukan BPMigas sebagai Badan Pelaksana adalah merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dengan status sebagai subjek hukum perdata dan merupakan institusi yang tidak mencari keuntungan serta dikelola  secara profesional. Fungsi Badan Pelaksana ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tugas Badan Pelaksana yang paling penting, sesuai Pasa144 ayat (3) Undang-Undang Migas Jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, adalah penandatangan kontrak production sharing, karena dengan adanya penandatanganan kontrak tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.  Sebelum melakukan penandatanganan kontrak kerjasama tersebut, Badan Pelaksana wajib memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerjasama.

Pada masa sebelum berlakunya otonomi daerah, pejabat yang berwenang memberikan izin kuasa pertambangan dan izin kontrak kerjasama adalah Pemerintah Pusat, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam pemberian izin tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral semata-mata, tctapi kini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Dengan kata lain, pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan dan menandatangani kontrak kerjasama adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Mengingat bahwa wilayah Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia begitu luas dan dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah-nya menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas perbantuan, maka pembagian kewenangan tersebut dilakukan demi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan dimaksudkan untuk memberi peluang yang lebih besar bagi daerah-daerah untuk berkembang lebih cepat dan mandiri dalam mencapai pemakmuran rakyat.

Sistem pemerintahan yang baru tersebut diharapkan mampu membawa paradigma baru pada era otonomi daerah, khususnya pada daerah-daerah yang menjadikan potensi sumber daya alamnya sebagai andalan dalam membangun dan meningkatkan ekonomi daerahnya. Namun; mengingat bahwa minyak dan  gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang bernilai jual tinggi dan kekayaan alam nasional yang merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara, maka dengan berpedoman pada jiwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan dan pengaturan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemak-muran dan kesejahteraan rakyat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan dalam usulan penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan kontrak kerjasama bagi hasil minyak dan gas bumi atau disebut juga Production Sharing Contract antara BPMigas dengan PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu yang dihubungkan dengan Otonomi Daerah.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan Production Sharing Contract Minyak dan Gas Bumi  antara Pemerintah dengan perusahaan daerah sebagai operator dapat menunjang kepentingan Otonomi Daerah?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Production Sharing Contract minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan perusahaan daerah sebagai kontraktor dalam hubungannya dengan kepentingan Otonomi Daerah.

Kegunaan Penelitian ini adalah :

a. Mengetahui sejauh mana undang-undang mengatur secara jelas pelaksanaan Production Sharing Contract minyak dan gas bumi dalam rangka kepentingan Otonomi Daerah;

b. Memberikan masukan (input) bagi Pemerintah maupun perusahaan daerah sebagai kontraktor dalam melaksanakan Production Sharing Contract guna mewujudkan cita-cita Otonomi Daerah.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

BPMigas dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kegiatan usaha hulu mempunyai tugas dan wewenang khususnya dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kontrak kerjasama, biasa juga disebut kontrak kerjasama bagi hasil atau Production Sharing Contract.

Kontrak dalam bahasa Indonesia sering disebut juga perjanjian. Secara tradisional kontrak terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kontrak adalah persetujun yang dibuat secara tertulis yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak.

Pada umumnya, kontrak tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Kontrak dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka hanya bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa kontrak tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka kontrak itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (beestanwaarde) kontrak itu.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPerdata, menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat), yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu pokok persoalan tertentu; dan

4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Kedua syarat pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai subyek perjanjian dan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai obyek perjanjian.

Dalam perkembangannya, unsur kebebasan berkontrak dalam suatu kontrak kerjasama hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak bisa mencapai bargaining position yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang mempunyai bargaining position lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi keuntungan dirinya. Syarat-syarat dan ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Keadaan tersebut dapat berlaku dalam hubungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan kontraktor yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak.

Dengan dipersyaratkannya kata sepakat dalam mengadakan suatu perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapatkan tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian kata sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. 

Dengan melihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian di atas, Asser membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (wezenlijk oordel) dan bagian non inti (non wezenlijk oordel). Bagian inti disebut esensialia dan bagian non inti terdiri dari naturalia dan aksibentialia

Perjanjian timbul disebabkan adanya hubungan perbuatan hukum dua orang atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya adalah dua orang tertentu yang masing-masing menduduki tempat yang berbeda (kreditur dan debitur). Masing-masing pihak inilah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan seorang debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian. Hal ini bisa saja terjadi pada "percampuran hutang" (schuld vermeging), 

Jika undang-undang telah menetapkan subyek perjanjian, sebagaimana dibahas di atas, maka obyek dari perjanjian adalah prestasi yang merupakan hakikat perjanjian. Apabila prestasi yang merupakan hakekat perjanjian tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan masalah "wanprestasi" atau masalah pernyataan lalai (ingebrekke stelling) dan kelalaian (verzuim). Karena wanprestasi atau kelalaian mempunyai akibat yang penting, maka harus ditetapkan apakah seseorang melakukan wanprestasi atau lalai.

Pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tetap pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya. Sehingga jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain boleh menuntut pembatalan perjanjian atau menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam prestasi yang diperjanjikan.1 2

Menurut pendapat R. Subekti, bahwa seseorang dikatakan wanprestasi jika seseorang itu atau seorang debitur tidak melakukan yang diperjanjikannya atau ia alpa, lalai atau ingkar janji. Menurutnya, wanprestasi ada 4 (empat) bentuk, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam ilmu hukum kontrak dikenal beberapa teori tentang terjadinya suatu kesepakatan sehingga saat itu pula kontrak telah mulai berlaku, yaitu teori penawaran dan penerimaan, teori kehendak (wilstheorie), teori pernyataan (verklarings theorie), teori pengiriman (verzendings theorie), teori kotak pos (mailbox theorie), teori pengetahuan (vernemings theorie), teori penerimaan (ontvangs theorie), teori kepercayaan (vetrouvens theorie), teori ucapan (uitings theorie), dan teori dugaan. 
Selain itu dalam ilmu hukum kontrak dikenal berbagai teori yang masing-masing mencoba menjelaskan berbagai segmen dari kontrak yang bersangkutan. Berikut ini beberapa teori hukum kontrak sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan memakai kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak.

Dilihat dari prestasi kedua belah pihak dalam hukum kontrak, maka di berbagai belahan dunia terdapat berbagai teori kontrak, yaitu teori hasrat (will theory), teori tawar menawar (bargain theory), teori sama nilai (equivalent theory), teori kepercayaan merugi (injuious reliance theory), teori-teori berdasarkan formasi kontrak, teori kontrak defacto, teori kontrak ekspresif, teori promissory estoppel, teori kontrak quasi, dan teori​

teori dasar klasik.
Disamping teori-teori kontrak di atas terdapat juga beberapa teori  dasar (underlying presuppsitions) yang klasik, yang merupakan tempat berpijak dari suatu kontrak, yaitu teori hasrat, teori pelaksanaan, teori prinsip umum.

2. Teori Holmes tentang Tanggungjawab Hukum (legal liability) yang berkenaan dengan kontrak.

Dua prinsip yang menjadi dasar teori dari Holmes (ahli hukum terkenal di Amerika), yaitu :

a. Tujuan utama dari teori hukum adalah untuk menyesuaikan hal-hal eksternal ke dalam aturan hukum; dan

b. Kesalahan-kesalahan moral bukan unsur suatu kewajiban.

Karena itu teori Holmes tentang kontrak mempunyai intisari sebagai berikut :

1. Peranan moral tidak berlaku;

2. Kontrak merupakan suatu cara untuk mengalokasikan risiko, yaitu risiko wanprestasi;

Yang terpenting dari suatu kontrak adalah standar tanggungjawab yang eksternal. Sedangkan maksud aktual yang internal adalah tidak penting.

Pada saat ini, perjanjian dalam dunia bisnis tidak selalu terjadi melalui negosiasi yang seimbang antara para pihak, tetapi perjanjian seringkali terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui sehingga hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak yang lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat​syarat yang disodorkan. Perjanjian yang semacam ini dinamakan "perjanjian standar" atau "perjanjian baku" atau "perjanjian adhesi", yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. 

Menurut Munir Fuady (dalam bukunya, perjanjian baku disebut dengan kata kontrak baku), yang dimaksud dengan kontrak baku adalah kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah dicetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausula-klausulanya dan pihak lain tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasikan klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut idak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi clan berada hanya pada posisi "take it or leave it". Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar​benar ada elemen "kata sepakat" yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak baku tersebut. 

Namun demikian, harus juga diakui bahwa meskipun banyak kelemahannya, kehadiran dari kontrak baku sangat diperlukan, terutama dalam bisnis yang melibatkan kontrak dalam jumlah yang banyak dan memerlukan suatu standarisasi terhadap kontrak tersebut. Bagi dunia bisnis, kehadiran kontrak baku lebih efisien, dapat membuat praktek bisnis menjadi lebih simple serta dapat ditandatangani seketika oleh para pihak. Dari segi hukum, sebenarnya, kontrak baku itu sendiri tidak begitu menjadi persoalan, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebutuhan dalam praktek dan sudah merupakan kebiasaan sehari-hari, kebiasaan mana juga merupakan suatu sumber hukum.

Meskipun kontrak baku ini nyata-nyata dibutuhkan dalam praktek, para ahli hukum masih berbeda pendapat tentang eksistensi dari perjanjian baku. Sluijter mengatakan perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wetgever) sedangkan Pitlo menyatakan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (dwangcontract). Berbeda dari pendapat kedua pakar hukum tersebut, Stein menyatakan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepereayaan (fictie van wil en vertrouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Asser-Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. 18

Dengan berlandaskan teori-teori yang ada mengenai suatu kontrak, maka perlu diteliti secara cermat mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama 'oagi hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Disebutkan bahwa dalam kontrak kerjasama tersebut berlaku hukum Indonesia dan wajib memuat 

paling sedikit ketentuan pokok, yaitu : 
a. Penerimaan negara;

b. Wilayah kerja dan pengembaliannya; 

c. Kewajiban pengeluaran dana;

d. Perpindahan kepemilikan hasiI produksi atas minyak dan gas bumi; 

e. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;

f. Penyelesaian perselisihan;

g. Kewajiban pemasokan minyak bumi dan/ atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;

h. Berakhirnya kontrak;

i. Kewajiban pasca operasi pertambangan;

j. Keselamatan clan kesehatan kerja; 

k. Pengelolaan lingkungan hidup; 

l. Pengalihan hak dan kewajiban;

m. Pelaporan yang diperlukan;

n. Rencana pengembangan lapangan;

o. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

p. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;

q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Selanjutnya, Kontrak Bagi Hasil dilaksanakan atas dasar prinsip-​prinsip sebagai berikut :

1. Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerjasama dengan Badan Pelaksana.

2. Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat persyaratan:

a. Kepemilikan sumber daya minyak clan gas bumi tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;

b. Pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh Kontraktor berada pada Badan Pelaksana;

c. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor.

Dalam hal ini, Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerjasama yang akan diberlakukan untuk wilayah kerja tertentu dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara serta ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kontrak kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan yang diajukan kepada Menteri melalui Badan Pelaksana paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kontrak kerjasama berakhir. Ketentuan-ketentuan atau bentuk kontrak kerjasama dan perpanjangan kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud harus tetap menguntungkan bagi negara.

Apabila dalam jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud, kontraktor tidak menemukan cadangan minyak dan/atau gas bumi yang dapat diproduksikan secara komersial maka kontraktor wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya.23 Yang dimaksud dengan produksi komersial dalam ketentuan ini adalah produksi yang secara komersial menguntungkan baik bagi negara maupun kontraktor. Kewajiban pengembalian wilayah kerja dalam ketentuan ini dilaksanakan kontraktor setelah rencana pengembangan lapangan dari cadangan tersebut (pengembangan lapangan yang pertama) tidak mendapatkan persetujuan Menteri.

Seluruh produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkan kontraktor pada kontrak jasa merupakan milik negara dan wajib diserahkan kontraktor kepada pemerintah dengan pembagian sesuai klausul dalam Production Sharing Contract yang telah disepakati. Penerimaan dari pertambanaan minyak bumi bagian Negara yang dihasilkan dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan :

a. 84.5 % (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan

b. 5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.


Sementara penerimaan dari pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan :

a. 59.5 % (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pernerintah. dan 
b. 30.5 % (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.
Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi sebesar 15% (lima belas persen) tersebut dibagi dengan rincian: 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Untuk dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi bersangkutan. Sedangkan bagian kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/ kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Sedangkan sebesar 0.5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, masing-masing dengan rincian 0.1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0.2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan 0.2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pembagian-pembagian tersebut tentunya dimaksudkan agar kekayaan nasional yang dimiliki bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh bangsa dan dalam upaya pemerataan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selaras dengan tujuan dilaksanakannya Otonomi Daerah.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Pengaturan bahwa minyak dan gas bumi menjadi kekuasaan negara disebutkan secara tegas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 atau disebut dengan Undang-Undang MIGAS, yakni "Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara". Berdasarkan penguasaan oleh negara ini selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa "Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan".

Untuk menjalankan kegiatan industri pertambangn minyak dan gas bumi tersebut kemudian Pemerintah membentuk BPMigas. Badan Pelaksana  tersebut merupakan Badan Hukum Milik Negara (BI-iMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002 untuk melakukan

pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi, dimana kedudukannya adalah sebagai pengendali manajemen operasional.

Selanjutnya sebagai konsekuensi juridis dari implementasi Undang​Undang MIGAS, kewenangan yang menyangkut tugas dan fungsi Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu juga mencakup antara lain pembinaan dan pengawasan pada masa pra-kontrak, pelaksanaan kontrak dan pasca kontrak. Dengan demikian pengendalian pelaksanaan kontrak kerjasama yang selama ini dilakukan oleh dan antara kontraktor dengan Pertamina, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang MIGAS pelaksanaan kontrak kerjasama tersebut beralih secara hukum kepada BPMigas.

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional 

pembentukan undang-undang tentang otonomi daerah.

Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah menunjuk pada posisi tingkat keotonomian suatu daerah, karena dengan kemampuan keuangan daerahlah, maka Pemerintahan Daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah  tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya  yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Kemampuan mengurus rumah tangga sendiri merupakan hakekat otonomi daerah, dan kemampuan berotonomi berarti kemampuan dukungan keuangan sendiri untuk 

membiayai otonomi tersebut. Joseph Riwu Kaho menyebutkan salah satu  kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam  mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan self  supporting dalam keuangannya.
Kerjasama kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi antara BPMigas dengan PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu yang ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2002 adalah salah satu contoh proyek nasional pertama (national pilot project) dalam rangka mewujudkan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah. Alih kelola pengusahaan industri pertambangan minyak dan gas bumi oleh perusahaan daerah dilakukan dalam rangka implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sehingga diharapkan pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Sistem kerjasama kontrak bagi hasil yang dilakukan antara Pemerintah dan kontraktor tersebut dilakukan dengan syarat-syarat dan pedoman yang pada saat itu (Agustus 2002) dianggap memadai bagi penyaluran dana bagian daerah dari sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Hal itu dimaksudkan juga untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan dan/ ataupun Pemerintahan Daerah lainnya.

G. METODE PENELITIAN

1, Bentuk Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian yang telah dikenal dalam kepustakaan ilmu hukum, maka kegiatan penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif yang menghasilkan data deskriptif dari orang atau perilaku yang diamati  khususnya yang berkaitan dengan kontrak kerjasama bagi hasil atau Production Sharing Contract dan otonomi daerah. Langkah ini ditempuh sebagai prosedur penelitian. 

Dengan menerapkan penelitian hukum ini diharapkan akan menghasilkan abstraksi hukum melalui proses penelitian deduktif, agar dapat rnenyusun doktrin hukum yang akan dijadikan patokan interpretasi dan reinterpretasi hukum.

Peneliti melakukan konsentrasi pemikiran terhadap konsep hukum, doktrin dan bahan hukum lainnya yang dipakai dalam melaksanakan Production Sharing Contract Minyak dan Gas Bumi dihubungkan dengan Otonomi Daerah, oleh karenanya penelitian ini bersifat eksploratoris dan deskriptif. Di samping itu penelitian hukum normatif juga bertujuan menemukan konsep-konsep yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau menguji teori yang ada terhadap situasi konkrit.  Dengan demikian penelitian ini mencakup analisis hukum tertulis yang didahului inventarisasi hukum positif.

Obyek atau sasaran penelitian hukum normatif atau doktriner adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Production Sharing Contract dan perundang-undangan tentang Otonomi Daerah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Sumber data yang kemudian disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang akan diinventarisasi dan dianalisis. Sedangkan melalui penelitian lapangan hanya sebagai pelengkap.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier akan diinventarisasi, kemudian terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema sentral akan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Bahan hukum primer, meliputi :

a) Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil amandemen. 

b)  Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960.

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. 

d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 

e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. 

f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. 

g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

h) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 

i) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002. 

j) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003. 

k) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi : 

a) Buku-buku ilmiah.

b) Journal. 

c) Makalah.

3) Bahan hukum tersier, meliputi : 

a) Kamus Hukum.

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

c) Kamus Bahasa Inggris.

d) Kamus Bahasa Belanda.

e) Berbagai majalah dan surat kabar.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan teknik observasi maupun wawancara, tetapi hanya tertuju kepada studi literatur dan studi dokumen hukum.

3. Teknik Analisa Data

Data dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dengan analisa tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan atas langkah​langkah berpikir seeara runtun dan runtut untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang dijadikan titik pangkal penelitian dan penulisan ini. Analisa data secara normatif kualitatif digunakan untuk membahas bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin, norma/kaidah hukum dan bahan hukum lainnya.

PEMBAHASAN

A. PRODUCTION SHARING CONTRACT 

    ANTARA BP MIGAS, PERTAMINA DAN 

     PT. BUMI SIAK PUSAKO

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, otonomi daerah membuka peluang bagi daerah-daerah otonom untuk dapat melibatkan diri secara langsung dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Propinsi Riau melalui perusahaan daerahnya yakni PT. Bumi Siak Pusako merupakan perusahaan nasional pertama yang diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Pusat untuk mengimplementasikan cita-cita yang tersirat dalam Undang-Undang Otonomi Daerah.' Pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi pada Blok Coastal Plains and Pekanbaru (Blok CPP) seluas 9.996 km2 yang meliputi empat kabupaten yaitu Bengkalis, Kampar, Pelalawan dan Siak dilakukan bersama dengan Pertamina Direktorat Hulu (sekarang PT. Pertamina) dalam bentuk perusahaan konsorsium yang dituangkan dalam Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan Joint Management Agreement dan Joint Operating Agreement Pengelolaan Wilayah Kerja CPP antara PT. Bumi Siak Pusako dengan Pertamina Direktorat Hulu, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Joint Management Agreement dan Joint Operating Agreement dan pada puncaknya dilakukan pemberian kewenangan pengelolaan dalam bentuk Production Sharing Contract oleh BPMigas sebagai wakil negara, dengan pelaku usaha PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina Direktorat Hulu pada tanggal 8 Agustus 2002.

Production Sharing Contract pengelolaan wilayah kerja pertambangan Blok CPP oleh PT. Bumi Siak Pusako dapat dilihat sebagai wujud  dilaksanakannya otonomi daerah dalam mengatur dan

tangganya sendiri. 

Keterlibatan PT. Bumi dalam kontrak bagi hasil atau dan gas bumi mengakomodir semangat otonomi daerah. pendapat Bryant, Rondinelli  menguraikan pengertian berikut : "Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the  central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations local government, or nogovernmental organizations"

Bahwa bentuk dari pada kontrak kerjasama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi adalah berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dapat dipertanyakan apakah perjanjian kontrak bagi hasil ini merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata ataukah merupakan perjanjian khusus yang tidak diatur oleh KUHPerdata? Dalam KUHPerdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hukum yang khusus atau lembaga perjanjian khusus yang bernama production sharing contract. Oleh karena itu, penetapan mengenai bentuk hukum perjanjian antara BPMigas dengan kontraktor itu harus digali dari sumber di luar KUHPerdata.

Memang, di dalam production sharing contract mengandung klausul​klausul yang apabila diukur menurut tolak ukur yang terdapat dalam Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata yakni berupa asas ketertiban umum, asas moralitas atau kesusilaan, asas kepatutan atau keadilan dan asas itikad baik, namun yang harus diingat adalah bahwa pengaturan dalam production sharing contract tidak menggunakan aturan-aturan yang ada dalam KUHPerdata tetapi diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (lihat pada bab sebelumnya).

Klausul-klausul yang ada di dalam production sharing contract memang dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi pemerintah. Hal ini disebabkan karena dalam menjalankan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi ini, pemerintah sejak awal sudah harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan hambatan. Hambatan paling utama justru bersumber dari sifat alamiah industri perminyakan itu sendiri, yaitu keharusan adanya permodalan, teknologi dan sumber daya manusia yang kuat. Oleh karena itu segala upaya perbaikan diarahkan kepada perbaikan ketiga faktor tersebut, terutama faktor sumber daya manusia.

JOINT MANAGEMENT AGREEMENT

Industri perminyakan merupakan industri yang berteknologi dan beresiko tinggi, maka sebagai langkah awal pengelolaan sendiri dan untuk mengantisipasi kerugian Negara yang berarti kerugian rakyat Indonesia secara keseluruhan, maka Pemerintah mensyaratkan Pemerintahan Daerah Propinsi Riau untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan yang telah teruji kemampuan tehnologinya, dalam hal ini dalam pengelolaan wilayah kerja Blok CPP pelaksanaan pekerjaan fase eksplorasi dan eksploitasi dilakukan dengan bekerja sama dengan Pertamina Direktorat Hulu, sedangkan fase penjualan minyak hasil produksi dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yaitu Joint Management Agreement between Pertamina Direktorat Hulu and PT. Bumi Siak Pusako Nomor : 434/DOOOOOO/2002-SO
               30/BSP/2003

Joint Management Agreement merupakan perjanjian yang berfungsiuntuk membuat kebijakan manajemen operasi bersama dalam wilayah kerja Blok CPP. Para pihak dalam perjanjian ini memiliki hak atas penyertaan kepentingan yang sama besarnya, Right and Interest (Economic Interest) masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).

Dalam Joint Management Agreement diatur mengenai badan pengawas yang disebut Joint Management Commitee (Komite), yang terdiri dari wakil​-wakil para pihak dengan jumlah sebanyak-banyaknya empat orang yang mempunyai kuasa dan tugas sebagai berikut :

a. To supervise the petroleum operation with the approval of Work Program and Budget proposed by BOB;

b. To approve the structure of the organization, appoint and remove the Senior Supervisory Personnel of BOB including BOB's personnel regulation and procedure;

c. To establish the Joint Venture Company within the period of not earlier than two (2) years;


that are necessary or desirable to fulfill the Contract, this Agreement and Joint Operating Agreement.

Komite selain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan operasi bersama, menyetujui rencana kerja dan biaya yang diusulkan oleh Badan Operasi Bersama (BOB), menyetujui struktur organisasi termasuk peraturan  perusahaan dan syarat-syarat kerja BOB, mengangkat dan memberhentikan personil utama BOB, Komite juga bertanggung jawab atas terbentuknya perusahaan patungan (Joint Venture Company) secepatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

Berkaitan dengan pelaksanaan operasi bersama tersebut, diatur juga pembentukan BOB selaku operator pelaksana operasi dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah : 

· BOB shall conduct all petroleum operations in a diligent, safe and efficient manner in accordance with good and prudent oil field practices and conservation principles generally followed by the international petroleum industry under similar circumstances; 

· Subject to Article X.1.C BOB shall neither gain a profit nor suffer a loss as a result of being the Operator in the conduct of Joint Operations; 
(Subject to Article X.LC is "BOB shall not be a legal entity, act as the agent for and on behalf of the Parties in conducting such Petroleum Operation, and therefore acting as a non-profit entity in such 

operations'). 
BOB bukan merupakan suatu badan hukum. Dalam pelaksanaan operasinya, BOB tidak mencari keuntungan dan tidak menderita kerugian. BOB.hanya merupakan operator pelaksana operasi yang dalam pelaksanaan pekerjaannya tunduk pada praktek pelaksaaan operasi industri perminyakan  baik yang tnerupakan aturan kebijakan dalatn negeri maupun internasional dan  juga harus memperhatikan prinsip-prinsip konservasi, lindungan lingkungan  sekitar wilayah kerjanya.

Sebagai pedoman bagi operator dalam melakukan kegiatan operasi  bersama dalam wilayah kerja Blok CPP tersebut kemudian dibuat perjanjian yang disebut Joint Operating Agreement (JOA).

JOINT OPERATING AGREEMENT

Ernest Smith dalam buku Rudi Simamora menyatakan bahwa  perjanjian operasi bersama (Joint Operation mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu :
1. Untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak;

2. Mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi oleh operator yang ditunjuk untuk itu dengan penagwasan dari Komisi (Operating Committee).
Disamping itu, perjanjian operasi bersama juga mengatur tentang  prosedur akuntansi, operasi tanpa partisipasi semua pihak, konsekuensi gagal  partisipasi, rencana kerja dan anggaran, pembagian hasil produksi, tata cara pengambilan keputusan, kerahasiaan data, pengunduran diri, pengalihan saham, pajak dan lain sebagainya yang dipandang perlu.

Berikut ini beberapa aspek penting dalam suatu perjanjian operasi bersama yang dapat disimpukan dari Joint Operating Agreement between  Pertamina Direktorat Hulu and PT. Bumi Siak Pusako yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dengan Nomor :  435/DOOOOO/2002-SO 

            31/BSP/2002

1. Operator

Yang dimaksud Operator dalam Joint Operating Agreement ini adalah Badan Operasi Bersama (BOB). Umumnya yang menjadi operator  dalam suatu perjanjian operasi bersama adalah pihak yang memiliki saham paling besar, namun dalam pengelolaan wilayah kerja Blok CPP ini, kedua belah pihak memiliki saham yang sama besar, penyertaan saham masing-​masing pihak (participating interest) adalah 50%. Dalam pelaksanaannya, personnel pendukung/pekerja BOB terdiri dari secondee PT. Bumi Siak Pusako dan secondee Pertamina Hulu.

Secara umum tugas dim tanggungjawab operator adalah mengelola  dan menjalankan operasi bcrsama di hawah pengawasan dari Komisi  Operasi yang merupakan Ouclan perwakilan dari para pihak dan badan pengambil keputusan tertinggi. Di samping itu kepada operator juga diberi wewenang fungsional yang dibutuhkan keputusan, yakni meliputi :

a. Menyiapkan rencana kerja, anggaran dan perkiraan biaya;

b. Pengadaan barang dan jasa yang dipcrlukan dalam operasi; 

c. Menjalankan prosedur akuntansi;

d. Menyiapkan dan memberikan segala kebutuhan jasa teknis, hukum dan profesional lainnya termasuk juga pengurusan perizinan dan persetujuan dari instansi berwenang;

e. Memberikan laporan dan data-data Yang diperlukan berkaitan dengan pengembangan pelaksanaan operasi;

f. Menjamin kepatuhan pada segala. ketentuan yang berlaku baik berdasarkan perjanjian pengusahaan pertambangan maupun perundang-undangan yang berlaku terrmasuk membayar pajak atas rekening bersama dan menyiapkan perpanjangan perjanjian serta perizinan lain yang diperlukan.

2. Komisi Operasi.

Komisi ini dibentuk untuk membuat kebijakan-kebijakan dasar tentang pelaksanaan operasi yang harus dijalankan BOB dalam kurun waktu tertentu dan mengawasi serta memerintahkan sesuatu sehubungan dengan pelaksanaan operasi bersama dan pelaksanaan tugas operator. Secara umum dapat dikatakan bahwa Komisi Operasi bertugas untuk menjamin terse lenggaranya operasi dengan baik dan lancar untuk pencapaian tujuan operasi bersama seoptimal mungkin. Semua pihak dalam perjanjian operasi bersama berhak untuk menempatkan wakilnya di Komisi Operasi dan masing-masing pihak mempunyai hak suara sesuai dengan saham yang dimilikinya.

Karena melibatkan dan diambil oleh perwakilan yang berwenang maka setnua putusan yang dibuat oleh Komisi Operasi akan bersifat mengikat, dengan catatan putusan tersebut sudah memenuhi persyaratan formal dan material dalam pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Joint Operating Agreement.

3. Pembiayaan

Perjanjian operasi bersama umumnya sejak dari awal sudah ditentukan bersama oleh para pihak dengan pembebanan yang proporsional sesuai dengan besarnya saham masing-masing pihak. Para pihak te'rsebut menyerahkan uang muka pembiayaan operasi kepada operator untuk dikelola dalam suatu rekening bersama. Mekanisme penyetoran itu disebut dengan permohonan tunai (cash call). 

Jika salah satu pihak adalah negara, umumnya terhadap negara ketentuan cash call tidak diterapkan karena pada semua bentuk perjanjian pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi pembiayaan ditanggung oleh kontraktor, maka cash call hanya diterapkan di antara tnitra yang berstatus kontraktor terhadap Negara (Badan Pelaksana).

PRODUCTION SHARING CONTRACT

Production Sharing Contract merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat Indonesia. Konsep perjanjian bagi hasil tersebut telah dikodifikasikan dalam Undang-undang Migas dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.

Dalam Production Sharing Contract minyak dan gas bumi di Indonesia, kewenangan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh BPMigas dilatarbelakangi oleh pertimbangan bisnis, maksudnya, dengan membentuk BPMigas sebagai Badan Pelaksana, keterlibatan Pemerintah secara langsung dalam manajemen operasional diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dan optimalisasi pengusahaan sumber daya minyak dan gas bumi secara maksimal. Struktur dan prinsip-prinsip dasar Production Sharing Contract memang dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan permodalan, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi. 
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, Production Sharing Contract dalam penelitian ini merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan  antara BPMigas dengan Pertamina dan PT. Bumi Siak Pusako untuk wilayah kerja Blok CPP. Perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam perjanjian Production Sharing Contract between BPMigas and  Pertamina and PT. Bumi Siak Pusako, Contract Area: Coastal Plains and Pekanbaru (CPP). 

Adapun sistematika kontrak kerjasama; Production Sharing Contract between BPMigas and Pertamina and PT. Bumi Siak Pusako adalah sebagai berikut:

SECTION
TITLE
I
SCOPE AND DEFINITIONS 

II
TERM

III
EXCLUSION OF AREAS

IV
WORK PROGRAMAND 


EXPENDITURES 

V
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF 


THE PARTIES 

VI
RECOVERY OF OPERATING COSTS


AND HANDLING OF PRODUCTION 

VII
VALUATION OF CR UDE OIL 

VIII
BONUS AND ASSISTANCE 

IX
PAYMENTS

X
TITLE TO EQUIPMENT

XI
CONSUL TATIONAND ARBITRATION 

XII
EMPLOYMENT AND TRAINING OF


INDONESIAN PERSONNEL

XIII
TERMINATION

XIV
BOOKS AND ACCOUNTS ANDAUDITS 

XV
OTHER PROVISIONS

XVI
EFFECTIVENESS

EXHIBITS

“A”
DESCPRIPTION OF CONTRACT AREA 

“B”
MAP OF CONTRACT AREA 

“C”
ACCOUNTING PROCEDURE

Beberapa hal penting yang termuat dalam Production Sharing Contract  tersebut, antara lain mengenai :

1.  Ruang Lingkup (scope) - Section I (1.1)

Kesepakatan kerjasama masing-masing pihak dinyatakan sebagai berikut : 

· BPMigas shall have and be responsible for the management of the Operations contemplated hereunder. 

· Contractor shall provide all the financial, technical, and skills for such operations. 

· Contractor shall carry the risk of Operating Costs required in carrying t operations and shall therefore have an economic interest in the relopment of the Petroleum deposits in the Contract Area. Such costs ill be included in Operating Costs recoverable as provided in Section

2.  Jangka Waktu (term) - Section II

· The term of this Contract shall be twenty (20) years as from the Effective

Jangka waktu perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2002 (Effective Date means August 9th, 2002), dengan begitu baru akan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2022. Jangka waktu ini dapat diperpanjang maksimum 10 (sepuluh) tahun dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Negara (Badan Pelaksana).

3. Exclution of Areas - Section III

· In respect of any portion of the Contract Area for which Contractor does not submit an exploration program during two (2) consecutive Years, BPMigas may by written notice to Contractor require Contractor either to submit an exploration program or to relinquish such part of the Contract Area.

· Upon thirty (30) days of the said written notice from BPMigas prior to the end of any Calendar Year, Contractor shall have the option to surrender any portion of Contract Area in which Contractor is willing to relinquish."

Pasal ini menegaskan kewajiban kontraktor untuk mengembalikan (relinquish) sebagian wilayah kerja, sesuai dengan ketentuan, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan kontraktor tidak juga melakukan eksplorasi.
:

4.  Program Kerja dan Pengeluaran-Section IV

     Disebutkan bahwa :

· At least three (3) months prior to the beginning of each Calendar Year or at such other time as otherwise mutually agreed by the Parties, Contractor shall prepare and submit for approval to BPMIGAS a Work Program and Budget, of Operating Costs for the Contract Area..."

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak - Section Y

Secara garis besar hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut  :

a. BPMigas

BPMigas bertanggung jawab atas manajemen operasi; di dalam kontrak yang dibuat antara BPMigas dengan PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu, prinsip ini tertuang dalam pasal tentang hak dan kewajiban para pihak yang berbunyi sebagai berikut :

·  BPMigas shall have and be responsible for the management of the operation contemplated hereunder, however, BPMIGAS shall assist and consult with Contractor with a view to the fact that Contractor is responsible for the Work Program. 

Dari pasal ini terlihat ada dua dimensi hubungan antara BPMigas dengan kontraktornya, yaitu hubungan manajemen dan hubungan kemitraan yang pelaksanaannya berjalan simultan :

c. Kontraktor

(i) Kontraktor menyediakan seluruh dana dan teknologi yang dibutuhkan dalam operasi; prinsip ini dituangkan dalam bahasa sebagai berikut :

· Contractor shall advance all necessary funds and purchase or lease all equipment, supplies and materials required to be purchased or leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program; Furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange; Furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties that peiform service as a contractor; be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific n:ethods

(ii) Kontr-aktor menanggung biaya dan resiko operasi; sejalan dengan prinsip kedua di atas, dana dan teknologi yang ditanam oleh kontraktor kesemuanya merupakan resiko yang harus ditanggungnya karena kontraktor baru akan mendapatkan penggantian kembali biaya-biaya operasi yang telah dikeluarkan dari hasil produksi (recovery). Prinsip kedua dan ketiga ini merupakan cara untuk mengatasi masalah permodalan, teknologi dan sumber daya manusia.

(iii)Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan secara langsung kepada Pemerintah Indonesia; mengenai perhitungan pajak-pajak tersebut telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(iv)Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri atau Domestic Mobilization Obligation secara proporsional; kewajiban ini tertuang dalam bahasa:

· Contractor shall fulfrll its obligation towards the supply of the domestic market in Indonesia  

Kewajiban memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri diterapkan hampir di semua Negara pemberi hak pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. Logikanya memang tidak wajar suatu negara mengekspor suatu produk yang dihasilkan sementara di dalam negeri masih membutuhkan untuk konsumsi lokal.

(v)
Seluruh barang operasi atau peralatan yang dibeli kontraktor menjadi milik BPMigas setelah jangka waktu kontrak habis.

Prinsip ini dituangkan dalam bahasa standar:

· Equipment purchased by Contractor pursuant to the Work Program becomes the property of BPMigas (in case of import, when landed at the Indonesian parts of import) and will be used in Petroleum Operations hereunder.

7.  Section VII-XVI

Ketentuan-ketentuan lain dalam Production Sharing Contract misalnya mengenai kewajiban mengutamakan penggunaan produksi lokal, penggunaan tenaga kerja Indonesia, peningkatan sumber daya manusia, perlindungan lingkungan dan klausul-klausul standar lainnya pada prinsipnya sama dengan ketentuan-ketentuan umum suatu perjanjian pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang telah ada.

Perbedaan yang terdapat pada Production Sharing Contract ini adalah dalam pemakaian tenaga kerja yang keseluruhannya menggunakan tenaga kerja Indonesia dengan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal/ tempatan, begitu juga dalam pengadaan barang dan jasa penunjang kegiatan operasi lebih mengutamakan keikutsertaan perusahaan-perusahaan daerah setempat. Hal ini sesuai dengan misi alih kelola Blok CPP yakni mencari dan mengembangkan sumber daya migas secara efektif dengan memberdayakan sumber daya daerah untuk menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham, karyawan, penduduk setempat dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

B. KONKRITISASI PRODUCTION SHARING 

    CONTRACT DALAM MENDUKUNG OTONOMI 

    DAERAH PROVINSI RIAU

Awal tahun 2001, gejolak reformasi otonomi daerah di Provinsi Riau  mulai menjadi agenda rutin dalam rapat dan pertemuan Pejabat Pemerintahan. Ladang minyak Blok Coastal Plains Pekanbaru (Blok CPP) Riau menjadi bahan ; perbincangan yang hangat saat itu. Hal tersebut berawal dari Production SharingContract PT. Caltex Pacific Indonesia (perusahaan asing; Amerika) yang sejak ~ tahun 1971 mengelola "emas hitam" hasil bumi daerah Riau akan berakhir pada ibulan Agustus 2001.

Dari data seismic diketahui di ladang tersebut masih tersimpan 2 (dua) milliar barel minyak bumi yang tersebar di 30 lapangan dan 300 sumur. Diperkirakan, aset Block CPP saat itu mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp 4,75 triliun.2 Maka tidaklah mengherankan jika ketika mendekati masa kontrak habis, pihak Pemerintah Daerah Riau dan perusahaan-perusahaan baik swasta maupun perusahaan asing mengincarnya.

Menurut Soeratno Atmodihardjo, wakil ketua DPRD Tingkat I Propinsi Riau, pergolakan itu terjadi karena Pemerintah Daerah dan masyarakat Riau menuntut ke Pemerintah Pusat agar mendapat hak penuh pengelolaan atas tambang minyak Blok CPP Riau tersebut. Tuntutan itu terjadi karena kekecewaan atas pembagian yang dilakukan selama ini, dimana dari seluruh ladang minyak bumi yang ada di Riau yang menghasilkan minyak 700 ribu barel per hari, selama ini, PT. Caltex Pacific Indonesia hanya menyetor kepada Pemerintah Daerah Riau sebesar Rp. 3 miliar per tahun. Setoran yang diterima tersebut dirasa tidak sebanding dengan yang disetor ke Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu contoh, pada bulan November (2000), PT. Caltex Pasific Indonesia memberikan kontribusi ke Pemerintah Pusat US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp. 42,3 triliun. Ketimpangan inilah yang kemudian menimbulkan keinginan masyarakat Riau untuk mengelola sebagian kecil ladang minyak yang ada didaerahnya dan mendapatkan hak khusus dalam mengelola kekayaan daerah.

Pemerintah Daerah Riau pada awalnya meminta 100% (seratus persen) saham dari pengelolaan ladang minyak Block CPP, namun tidak banyak membuahkan hasil. Usaha Pemerintah Daerah pada masa itu terbentur oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 ayat (6) yang mengatur mengenai dana perimbangan dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam. Perimbangan dibagi dalam dua kelompok sebagai berikut: penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi setelah dikurangi komponen pajak imbangannya adalah 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat dan 15% (lima belas persen) untuk Pemerintah Daerah. Sementara dari gas alam, penerimaan Negara setelah dikurangi komponen pajak imbangannya adalah 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah. Namun pada kenyataannya, dari jatah 15% (lima belas persen) untuk Pemerintah Daerah tersebut masih dibagi​bagi lagi dengan pihak pengelola pertambangan yakni Pertamina dan rekanannya. Hal inilah yang dirasakan kurang menguntungkan Pemerintah Daerah Riau sebagai daerah penghasil.

Pada akhirnya, setelah terjadi tarik menarik dengan berbagai pihak, Pemerintah kemudian mematok jatah 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Daerah Riau dan sisanya 90% (sembilan puluh persen) masuk ke Pertamina.s Disamping pemberian jatah saham diatas, Pemerintah Pusat juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Riau untuk memiliki saham mayoritas sebagai operatorship.

Operatorship adalah suatu bentuk baru dan baru pertama kali diberikan kepada daerah, sehingga, Provinsi Riau menjadi proyek percontohan nasional pertama (national pilot project) dalam mengelola ladang minyak yang terdapat didaerahnya. Operatorship diberikan dengan maksud sebagai langkah awal bagi putra/i Riau dalam belajar mengelola ladang minyaknya sendiri sebelum nantinya Riau diberi kesempatan untuk mengelola Blok CPP secara penuh.6 Pemberian saham mayoritas sebagai operatorship cukup meredam gejolak dan kondisi politik yang rawan pada masa itu, situasi keamanan ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru dinyatakan `Siaga Satu' dengan ancaman keinginan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Riau Merdeka.

Dalam hal ini, pemberian pengelolaan ladang minyak kepada Pemerintah Daerah Riau dapatlah dikatakan merupakan implementasi nyata diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Namun, dari perjuangan panjang yang dilalui tersebut, dapat dicermati terdapat kesan bahwa Pemerintah berusaha melakukan tarik ulur dalam hal pemberian otonomi tersebut. Bahkan ada semacam konspirasi sistematis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu, yang ujungnya bermuara pada pengekangan hak-hak daerah terhadap sumber daya alam yang dimiliki. Hal tersebut karena selama ini Pemerintah sudah terbiasa menganggap bahwa hubungan pusat dan daerah itu sebagai "tuan dan hamba" (patron and client).

Jika merujuk dan mengkolaborasi pernyataan Hernando De Soto dalam The Other Path, kutipan pendapat yang diambil dalam buku Syamsudin Haris, maka dapat dikatakan bahwa kondisi psikologis yang demikian terjadi karena pusat kekuasaan selalu menganggap bahwa kehendak politik mereka (political voluntarism) harus merupakan faktor utama dari segala sesuatu yang akan terjadi dalam sebuah Negara. Padahal, hal itu sudah tidak memungkinkan lagi, karena tidak ada seorang manusia atau kekuasaan yang mampu memahami dan menampung seluruh evolusi sosial atau kemungkinan perubahan yang berlangsung secara revolusioner, sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.

Dalam menyikapi hal tersebut diatas, langkah strategis kemudian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Riau adalah segera membentuk dan menunjuk PT. Bumi Siak Pusako yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan pengelolaan ladang minyak Blok CPP, dengan memilih opsi bekerja sama dengan Pertamina Direktorat Hulu, dengan participating interest disepakati masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).

Kesepakatan kerjasama dalam mengelola Blok CPP antara PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina Direktorat Hulu diwujudkan dalam penandatanganan Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum Dalam Rangka Pembuatan Joint Management Agreement dan Joint Operating Agreement Pengelolaan Wilayah Kerja CPP tanggal 4 Juni 2002. Dalam acara penandatanganan perjanjian tersebut, Direktur Utama Pertamina Hulu pada kata sambutannya mengatakan bahwa dukungan terhadap alih kelola Blok CPP ini merupakan sebuah milestone dalam sejarah perkembangan industri pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa dengan adanya dorongan dari Pemerintah maka Pertamina dengan masyarakat dapat menciptakan kerjasama yang baik khususnya dalam menyikapi Undang-Undang Migas yang baru, dimana aspirasi masyarakat semakin meningkat untuk turut mengelola sumber daya alam setempat.

Penandatanganan perjanjian kerjasama kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Management Agreement dan Joint Operating Agreement pada hari dan tanggal yang sama. Dan pada puncaknya, pengelolaan bersama Blok CPP tersebut disepakati oleh Negara yang diwakili oleh BPMigas dengan menandatanganani Production Sharing Contract between BPMigas and PT. Bumi Siak Pusako and Pertamina Direktorat Hulu pada tanggal 8 Agustus 2002, yang menyepakati bahwa tepat Pk.00.00 WIB tanggal 9 Agustus 2002, Blok CPP

berpindah pengelolaan dari PT. Caltex Pacific Indonesia ke PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina Direktorat Hulu.

Dalam pelaksanaannya, sesuai klausul yang terdapat dalam Joint Operating Agreement, maka PT. Bumi Siak Pusako dan Pertamina Direktorat Hulu bersama-sama membentuk Badan Operasi Bersama (BOB) yang bertindak sebagai operator pelaksana operasi.11 Dalam badan tersebut, karena usaha ini merupakan proyek percontohan nasional pertama (national pilot project), maka keseluruhan dari tenaga kerja yang dipekerjakan adalah tenaga kerja Indonesia, dengan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal yakni putra/i Riau yang kompeten. Begitu juga dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan operasi disepakati bahwa partisipasi dari perusahaan-perusahaan daerah akan diutamakan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, menghidupkan perusahaan​perusahaan daerah yng pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat tempatan. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu visi dan misi alih kelola Blok CPP serta harapan masyarakat Riau untuk dapat terjun langsung dan ikut terlibat dalam pengelolaan ladang minyak CPP tersebut, disamping misi utama Pemerintah Daerah Riau yaitu untuk memperoleh peningkatan penerimaan daerah  dari sumber daya alam guna meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Dahulu, dengan dikelolanya ladang minyak oleh perusahaan asing (PT. , Caltex Pasific Indonesia), Pemerintah Daerah Riau pada masa itu `hanya  mendapatkan 15% (lima belas persen) 12 dari bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Pusat melalui Pertamina, setelah dikurangi komponen pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan setelah terlebih dahulu dibagi antara Pertamina dan rekanannya.13 Dengan telah berubahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 14 huruf (e), maka imbangan penerimaan pertambangan minyak bumi diatur menjadi sebagai berikut: penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi setelah dikurangi komponen pajak imbangannya adalah 84.5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah Pusat dan 15.5% (lima belas setengah persen) untuk Pemerintah Daerah. Sementara dari gas alam, penerimaan Negara setelah dikurangi komponen pajak imbangannya adalah 69.5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah Pusat clan 30.5% (tiga puluh setengah persen) untuk Pemerintah Daerah. Maka berarti telah terjadi kenaikan penerimaan dana untuk Pemerintahan Daerah sebesar 0.5% (setengah persen), kenaikan tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) dikatakan dimaksudkan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah Riau selain sebagaimana telah dijelaskan diatas, juga bertambah dengan perolehan saham dari pengelolaan ladang minyak Blok CPP sebesar 10% (sepuluh persen) dan dari Badan Usaha Milik Daerah-nya yang terlibat langsung dalam pengelolaan Blok CPP.

Berbeda dengan apa yang diperoleh Pemerintah Daerah Riau dahulu, setelah Blok CPP dikelola sendiri, maka kecuali Pemerintah Daerah Riau  mendapatkan pembagian hasil sumber daya alamnya dari Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah Riau juga mendapatkan penerimaan secara langsung dari Production Sharing Contratc yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah-nya.

Besaran pendapatan PT. Bumi Siak Pusako dapat dilihat dari Section VI point 6.1.3.(d) yang berbunyi : "For Crude Oil production of the Contract Area other than those under paragraphs (a), (b), and (c) herein above, BPMigas shall be entitled to take and receive each Year seventy-four point seven eight nine nine percent (74.7899yo) and Contractor shall be entitled to take and receive each Year twenty-five point two one zero one percent (25.2101 %). "

Dari Production Sharing Contract Blok CPP-nya yang dilaksanakan oleh BOB dengan perolehan hasil produksi rata-rata 32.000 barel per hari, maka PT. Bumi Siak Pusako mendapatkan bagian 12.6050% dari hasil produksi minyaknya (setelah dibagi dua dengan Pertamina sebagai rekan usahal konsorsium).

Dari urain-uraian diatas, peningkatan pendapatan yang terj adi adalah merupakan keberhasilan perjuangan daerah penghasil minyak dan gas bumi dan semangat otonomi daerah yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan proporsi keuangan guna menunjang pembanguan daerah dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada.

Otonomi daerah, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, merupakan jalan awal yang bagus dalam menciptakan kemandirian, seperti yang terlihat pada sejumlah negara seperti Amerika, Malaysia clan sebagainya. Untuk itu, otonomi menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar, bahkan harus dikembangkan secara lebih baik lagi kafena daerah sebagai sub-negara, tidak akan bisa berbuat banyak jika tidak mempunyai kekuatan yang dapat mengimbangi berbagai persaingan yang ada.

Blok CPP memang sangat menjanjikan tetapi jika tidak diimbangi sejumlah elemen pendukung yang baik, semua kekuatan yang ada tidak akan berhasil guna. Untuk itu dalam kasus Riau, sejumlah elemen pendukung secara terus menerus harus ditingkatkan. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan elemen utama dan terpenting. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia menjadi suatu kewajiban dalam menghadapi tantangan ke depan, karena kualitas masyarakat berhubungan langsung dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Mengingatkan bahwa usaha industri pertambangan minyak clan gas bumi tidak semudah yang dibayangkan, maka keinginan daerah untuk berperan aktif dalam usaha tersebut harus disertai dengan kemampuan profesional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara juridis formal, production sharing contract dibuat tidak mengacu pada aturan-aturan hukum kontrak sebagaimana ditetapkan dalam KLTHPerdata, namun kontrak yang telah dibakukan bentuknya oleh Pertamina dan sampai sekarang masih digunakan BPMigas dalam melakukan kerjasama dengan kontraktor merupakan kebutuhan dalam praktek dan sudah merupakan kebiasaan sehari-hari, kebiasaan mana juga merupakan suatu sumber hukum.

Klausul-klausul yang ada di dalam production sharing contract memang dirancang sedemikian rupa guna mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi Pemerintah. Hal ini disebabkan karena dalam menjalankan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi ini, Pemerintah sejak awal sudah harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang justru bersumber dari sifat alamiah industri perminyakan itu sendiri, yaitu keharusan adanya permodalan, teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten.

Bagi daerah penghasil minyak dan gas bumi, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 juga membawa paradigma baru. Peraturan pemerintah ini tidak saja meneguhkan aturan tentang bagi hasil minyak bumi yang telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Namun, juga memberi peluang bagi Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan partisipasi dan terjun langsung dalam pengelolaan kekayaan minyak dan gas bumi.

Kemajuan tersebut merupakan keberhasilan atas perjuangan daerah penghasil minyak dan gas bumi dan semangat otonomi daerah yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) guna menunjang kekuatan daerah dan pembangunan sumber daya yang ada. Terlebih setelah Blok CPP ditangani oleh PT. Bumi Siak Pusako (BUMD) yang bekerja sama dengan Pertamina, menjadikan pendapatan daerah semakin meningkat sebagaimana yang dicita-citakan dalam semangat otonomi daerah.

Otonomi, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, merupakan jalan awal yang baik dalam menciptakan kemandirian. Untuk itu otonomi menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar, bahkan harus dikembangkan secara lebih baik. Hal ini disebabkan karena daerah sebagai sub-negara, tidak akan bisa berbuat banyak jika tidak mempunyai kekuatan yang dapat mengimbangi berbagai ancaman yang masuk dan untuk kasus Indonesia, penetapan otonomi sudah merupakan langkah yang tepat.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, ada beberapa catatan yang menurut penulis penting untuk diperhatikan sebagai saran-saran dan masukan balk kepada Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah maupun kepada lembaga/ instansi berkaitan dalam production sharing contract dan kepentingan otonomi daerah :

1. Pemerintah Pusat hendaknya membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi daerah untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki sehingga derah mempunyai kekuatan finansial dalam mempercepat pembangunan nasional yang menyeluruh.

2. Pemerintah Daerah hendaknya membuat aturan yang jelas, transparan dan tertulis atas peningkatan PAD yang diperoleh dan yang akan disalurkan, hal tersebut untuk menghindari terjadinya korupsi dan manipulasi.

3. Oleh karena sumber daya manusia yang baik merupakan elemen utama dan terpenting, Pemerintah Daerah hendaknya mempersiapkan kualitas penduduk daerahnya sehingga mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki.

4. Untuk suksesnya pelaksanakan operasi pada production sharing contract yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, hendaknya pejabat pemerintah daerah dan masyarakat daerah bertindak sebagai pengawas, sehingga kesalahan dan/ ataupun penyimpangan yang merugikan dapat dihindari semaksimal mungkin.
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